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K A B U P A T E N P A C I T A N 

D E N G A N lOVilMAT T U H A N Y A N G M A H A E S A 

B U P A T I P A C I T A N 

Menimbang ; a. bahwa untuk meaingkatkaii kineija PeiusaUaan Daerah Air Mi; uu, 
dalam pelayanaii kepada mosyarakat. perlu dilakukan pciiataan Uitian 
dan ICepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Pacitan; 

- , , • , b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan nomoi' 
'2 tahun 1992 tentang Pcmbentukan Perusahaan Daerah Air Mlniiii' 
, Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan (Lembaran Daerah Kabupatcu 
Pacitan tahun 1992 nomor 2 seri D) sudah tidak sesiiai lag) dengu'i 
perkembangan dan keadaan sckarang. 

c, bahwa berdasarkan pertinibangan sebagaimana dimaksud dalam huriir 
^ a dan huruf b. perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan 

- tentang Organ dan Kcpegawaian Perusahaan Daerah Air Minum 
Kabupaten Pacitan. 

.Mengingat . : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 lentang Pembentukan Dacruli-
daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur . 

2. Undang-Undang Nomor 5 Taliuii 1962 tentang Perusahaan Daerah 
(Lembaran • Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10. 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387): 

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125. 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) 
scbagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Taliun 

. ., 2005 tentang Peneiapan Peraturan Pemerintah Penggantl Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2005 lenlang Penibahan Atas Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi 
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 200.i 

• • Nomor 108. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4493); 

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 lentang Sumber Daya Air 
(Lembaran'Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32. 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377); , 

5. Undang-uiidang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan 
Peraturan Pcrundang-undaiigaii (Lembaran Negara RI Tahun 2004 
Nomor 53. Taitibahan Lembaran Negara Rl Nomor 4389): 



6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 lenlang Pengembangan 
Sisteiii Peiivediiian Air Milium (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 33. Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4490); 

7. Peraturan Pemerintah nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan 
Pemerintahan aniara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan 
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 
Nomor 82, Tambahan Lcmabaran Negara Nomor 4737). 

8. Keputusan Mentcri Dalam Ncgeri Nomor 130 .Tahun 2003 tenianu 
Organisasi dan Tata Kerja Deparlemen Dalam Negeri; 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ 
dan Kepegawaian Perusahaan Air Minum Daerah; 

10. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat 11 Pacitan nomor 2 
tahun 1992 tentang Pembentukan PDAM Kabupaten Daerah Tingkal II 
Pacitan (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan tahun 1992 nomor 2 scri 
D); 

M E M U T U S K A N : 

P E R A T U K A N D A E R A H K A B U P A T E N P A C I T A N T E N T A N G 
O R G A N DAN K E P E G A W A I A N P E R U S A H A A N D A E R A H A I R 
M I N U M K A D U P A T E N P A C I T A N , 

BAD I 
K E T ENT UAN U M U M 

PilSHl I 

Dalam Peraturan Ini yang dimaksud dengan: 

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pacitan yang 
terdiri dari Hupati dan Perangkal daerah sebagai unsur penyelenggara 
Pmerinlahan Daerah. 

2. Kepala Daerah adalah Bupati Pacitan. 
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRO 

adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai un.>,ur 
penyelenggara Pemerintahan Daerah. 

4. Perusaliaan Daerah Air Minum yang selanjutnya disingkat PDAM 
adalah Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Pacitan yang bergemk 
di bidang pelayanan air minum. 

5. Direksi adalah direksi PDAM Kabupaten Pacitan. 

6. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas PDAM Kabupaten 
Pacitan. 

7. Jasa produksi adalah laba bersih seielah dikurangi dengan 
penyusutan. cadangan tujuan dan pengurangan yang wajar daliin 
perusahaan. 



B A B I I 
O R G A N P D A M 1 

Pasal2 
Bagiiin Pertama \ 

Umum 
1) PDAM yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah didukung dengan. 

organ dan kepegawaian. 
2) Organ PDAM scbagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: 

a. Kepala Daerah selaku pcrnilik modal; \ 

b. Dewan Pengawas; dan 
c. - Direksi. 

. Bagiaii Kedua 
Dircksi 

Paragraf 1 
Pengangkatan 

Pasal3 
(1) Direksi diangkal oleh Kepala Daerah atas usul Dewan Pengawas. 

(2) Batas usIa Direksi yang bera.sal dari luar PDAM pada saat diangkal 
pertama kali berumur paling tinggi 50 (lima puluh) tahun. 

(3) nata.s ii.sia 'Dircksi yang bcrasal dari PDAM pada saat diangkal 
pertama kali berumur paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun. 

(4) Jabatan Dircksi bcrakhir pada saat yang bersangkuian berumur puling 
tinggi 60 (cnam puluh) tahun. 

Pasal4 

(1) Calon Direksi memenuhl persyaratan; 

a. mempunyai pendidikan Sarjana Strata l (S- l ) : 
b. mempunyai pengalanian kerja 10 tahun bagi yang berasal dari 

PDAM alau mempunyai pcngalaman kerja minimal 15 tahun 
mengelola perusahaan bag! yang bukan berasal dari PDAM yang 
dibuktikaii dengan sural keierangan (refcrensi) dari perusahaan 
sebelumnya dengan penilaian baik; 

c. lulus pelatihan manajcmen air minum di dalam atau di luar 
negeri yang tclali terakreditasi dibuktikan dengan scrtifikasi iMau 
ijazali; 

d. mcmbuat dan menyajikan proposal mengenal \ is i dan misi 
PDAM: 

e. Melampirkan data kekayaan pribadi; 
f. bersedia bekerja penuh waktu; 

g. tidak lerikat hubungan keluarga dengan Kepala Daerah/Wakil 
Kepala Daerah alau Dewan Pengawas atau Direksi lainnya 
sampai derajai keliga menurui garis luriis atau kesampi-ig 
termasuk menantu dan ipar; dan 

h. lulus uji kelayakan dan kepatutan yang dilaksanakan oleh tini 
ahli yang dltunjuk oleh Kepala Daerah. 

(2) Pengangkatan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (11 
ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah. 



I*as«l 5 
(1) Jumlah Direksi ditetapkan berdasarkan jumlah pelanggan PDAM 

dengan ketentuan; 
a. 1 (satu) orang Direksi untuk jumlah peianggan sampai dengan 

30.000; 
b. paling banyak 3 (tiga) orang Direksi untuk jumlah peianggan 

dari 30.001 sampai dengan 100.000; dan 
c. paling banyak 4 (empal) orang Direksi untuk jumlah pelangfun 

di atas 100.000. 
(2) Penentuan jumlah Direksi sebagaiinana dimaksud pada ayat (1) huru' 

b dan huruf c dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektiviias 
• pengurusan dan pengclo'laan PDAM. 

(3) Direksi yang berjumlah paling banyak 3 (tiga) atau paling ban\;'.k 4 
(empat) orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan hirruf 
c. seorang diantaranya diangkal sebagai Direktur Utama berdasaikeu 
penilaian terbaik atas hasil uji kelayakan dan kepatutan yang. 

. dilakukan oleh Kepala Daerah terhadap selunih Direksi. • 
(4) Masa jabatan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 4 

(empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk l(satu) kali masa 
jabatan. 

(5) Pengangkatan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 
dilakukan apabila Direksi lerbukti mampu meningkatkan kinerja 
PDAM dan pelayanan kebutuh.an air minum kepada masyarakai 
setiap lahun. 

Pasnl6 
(1) Direksi dilarang memangku jabatan rungkap. yakiii: 

a. jabatan struktural alau fungsional pada inslansi/lembaga 
Pemerintaii Pusat dan Daerah; 

b. anggota Direksi pada BUMD lainnya, BUMN, dan badan usaha 
swasta; 

c. jabaian yang dapat mcnimbulkan benturan kepentingan pada 
PDAM; dan/atau 

d. jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan. • 

(2) Direksi lidak boleh mempunjai kcpcntingan pribadi secara langsmig 
atau tidak langsung yang dapat mcnimbulkan benturan kepentingan 
pada PDAM. 

Paragraf 2 ^ 
Tugas dan Wewenang 

Piisiil 7 " 
Direksi mempunyai tugas: 

a. menyusun perencanaan, melakukan koordinasi dan pengawasan 
seluruh kegiatan operasional PDAM; 

b. , membina pegawai; 

c. mengurus dan mengelola kekayaan PDAM; 

d. menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan; 

e. menyusun Reneana siralegis Bisnis 5 (lima) lahunan (Bminexs 
Pian/corporaie plan) yang disahkan oleh Kepala Daerah melahii 
dewan pengawas.. 



f. menyusun dan mcnyampaikan Reneana Bisnis dan Anggaian: 
Tahunan PDAM yang merupukan penjabaran lahunan dart Reneana • 
Strategis Bisnis {husiness phirt/corporaie phn) kepada Kepala ; 
Daerah melahii Dewan Pengawas; dan ( 

g. menyusun dan mcnyampaikan laporan seluruh keglalan PDAM. ; 
* 

Pasal8 
1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf g terdiri dnri 

Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan. 
2) Laporan Triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat ( I ) terdiri duri , 

laporan kegiatan operasional dan keuangan yang disampaikan kepi.da 
Dewan Pengawas. 

3) Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 
laporan keuangan yang Iclah diaudit dan laporan manajemen eang 
ditandaiangani bersama Direksi dan Dewan Pengawas disampaiKan 
kepada Kepala Daerah; 

4) Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan 
paling lambai 120 (seratus dua puluh) hari setelah lahun buku PD.\M 
ditutup uniiik disahkan oleh Kepala Daerah paling lambai dalaiu 
waktu 30 (lign puluh) had scietnh ditcrima. 

5) Direksi menyebarliia.skan Laporan Tnluman melalui media nmss". 
paling lambat 15 (lima betas) hari setelah disahkan oleh Kepala 
Daerah. 

6) Anggota Direksi atau Dev\an Pengawas yang tidak menandataiigani 
Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanis 
disebutkan alasannya secara tertulis. 

Pasal9 

Direksi dalam meiaksanakaii tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasa! 7 
mempunyai wewenang: . 

a. mengangkal dan memberhemikan pegawai PDAM bcidasaikan 
Peraturan Kepegawaian PDAM: 

b. menetapkan susunan organisasi dan lata kerja PDAM dengan 
persetujuan Dewan Pengawas; 

c. mengangkal pegawai untuk menduduki jabatan di bawah Direksi; 
d. mewakili PDAM di dalam dan di luar pengadilan: 
e. menunjuk kuasa untuk melakukan perbuatan hukum mewakili 

PDAM; 

f. menandataiigani Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan; 

g. menjual, mcnjaminkan atau melcpaskan asel milik PDA.M 
berdasarkan persetujuan Kepala Daerah atas pertimbangan Dewan 
Pengawas; 

h. melakukan pinjaman. niengikatkan diri dalam perjanjian. dan 
melakukan kerjasama dengan pihak lain dengan persetujuan Kepala 
Daerah atas pcriimbangan Dewan Pengawas dengan ineiijanunkan 
aset PDAM. 

Fasal lO 
Untuk mendukung keiancaran pengelolaan PDAM, Dircksi dapat 
diberikan dana representalif paling banyak 75% .(li)juh puluh liriia 
perseratus) dari jumlah penghasilan Direksi dalam I (satu) tahun. 



1 

PiirngnifJ 
Penunjukun I'tfjabat Sementara ; 

Pasal I I 
1) Apabila sampai berakhirnya masa jabatan Direksi, pengangkaian . 

Direksi baru masih dalam proses penyelesaian, Kepala Daerah dapat' 
mcnunjuk/mengangkat Direksi yang lama atau seorang Pejabai ' 
Struktural PDAM sebagai pejabai sementara. i 

2) Pengangkatan pejabai sementara sebagaimana dimaksud pada ayai . 
(1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah. 

3) . Keputusan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) '[ 
berlaku puling lama 6 (cmun) bulaii. i 

4) Pejabat sementara .scbagaimana dimaksud pada ayat ( I ) lidak . 
dilakukan pelantikan dan pcngambilan sumpah jabatan. 

5) Pejabat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam 
melaksanakan lugasnya lidak boleh mengambil • kebijkan yang 
bersifat strategis. 

Punigriif 4 
Pcngliusiliin, Jiisii Pcngabtlian, dan Cut! 

i 
P a s a l U 

(1) Penghasilan Direksi terdiri dari gaji dan tunjangan. 

(2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayal { I ) terdiri dari: 
a. tunjangan peravvatan/kcsehatan yang layak termasuk istri/suami 

dan anak; dan 
b. tunjangan lainnya. 

(3) Dalam hal PDAM mcmperoleh keunlungan, Direksi memperuleh 
bagian dari jasa produksi. 

(4) Desarnya gaji, tunjangan, dan bagian dan jasa produksi scbagaimana 
dimaksud pada ayat (t) . ayal (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Kepala 
Daerah setelah meniperhaiikan pendapat Dewan Pengawas d.iii 
kemampuan PDAM. 

(5) Jumlah seluruh biaya untuk penghasilan Direksi. penghasilan Dew .n 
Pengawas, penghasilan pegawai dan blaya teiiaga kerja lainnya tici:.k 
boleh melebihi 40% (empat puluh per seratus) dari total bi.qa 
berdasarkan realisasl Anggaran PeriLsahaan Tabun Anggaran yang 
lalu. 

Pasiil 13 

1) Direksi seiiap akhir masa jabaian dapat diberikan uang jasa 
pengabdian yang besamya ditetapkan oleh Kepala Daerah 
berdasarkan usul Dewan Pengawas dan kemampuan PDAM. 

2) Direksi yang diberhentikan dengan hormat sebclum masa jabatannya 
berakhir dapat diberikan uang jasa pengabdian sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dengan sjarat telah inenjalankan tugasiija 
paling sedikil I (satu) lahun. 

3) Desarnya uangjasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat ( I ) 
dan ayat (2) didasaikan aias perhitungan lamanya bertugas dibagi 
masa jabatan dikalikan penghasilan bulan terakhir. 



Pilsal 14 
(1) Direksi memperoleh hak cuti meliputi: 

a. cuti tahunan; 
b. cuti besar: 

c. cuti sakit; 
d. cuti karena alasan penling atau cut! untuk menunaikan Ibaclaii 

haji: 
e. cuti nikah; 

f. cuti bersalin; dan 
g. cuti di luar tanggungan PDAM. 

(2) Direksi yang menjalankan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat ( I ) 
tetap diberikan penghasilan penuh kecuali cuti dl luar tanggungan 
PDAM. 

(3) Pclaksanaan cut! scbagaimana dimaksud pada ayat (1), dialur Icbili 
lanjut oleh Kepala Daerah dengan berpedoman pada peraturan 
perundang-undangan. • 

Paragraf 5 
' Pemberhentian 

Pasa l lS 

(1) Direksi berhenii karena: 
a. masa jabatannya berakhir; dan . ' 

b. meninggal dunia. 
(2) Direksi diberhentikan karena: 

a. permintaan scndiri; 
b. reorganisasi; 
c. melakukan tindakan yang mcrugikan PDAM; 
d. melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan 

kepentingan Daerah atau Negara; 
e. mencapal batas usia 60 (enam puluh) tahun; dan 
f. tidak dapat melaksanakan tugasnya. 

(3) Pemberhentian Direksi sebagaimana dimaksud pada . ayal (2) 
ditetapkan oleh Kepala Daerah. 

Pasa l l6 
(1) Direksi yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud 

• dalam Pasal 15 ayat (2) huruf c dan huruf d diberhentikan semer.ijra 
oleh Kepala Daerah ata? usul Dewan Pengawas untuk jangka w.ikiu 
paling lama I (salu) bulan. 

(2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayal ( I -
ditetapkan oleh Kepala Daerah disertai dengan alasan dan 
diberitahukan kepada yang bersangkuian. 

Pa.sal 17 " 
(1) Paling lambai 1 (satu) bulan sejak pemberhentian scmentari; 

sebagaimana dimaksud dalain Pasal 16. Dewan Pengawas melakuk.in 
sidang yang dihadiri olch Dircksi untuk menciapkan jang 
bersangkuian diberhentikan atau direhabilitasL 

(2) Dewan Pengawas melaporkan kepada Kepala Daerah hasil sidang 



sebagaimana dimaksud pada ayal ( I ) sebagai balian Kepala D.ierit : 
untuk memberhemikan atau merehabilitasi. I 

(3) Apabila dalam persidangan sebagaimana dimaksud pada aya! (I i ' 
Direksi tidak hadir'tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan-
dianggap menerima hasil sidang Dewan Pengawas. ', 

(4) Apabila perbuatan yang dilakukan oleh Direksi merupakan tindak ; 
pidana dengan putusan bersalah dan telah memperoleh kekuatan , 

. hukum tetap yang bersangkuian diberhentikan dengan tidak hormat * 

Ilagian Ketiga . . . . 
Dewan Pengawas • 

Paragraf1 . j 
. Pengangkatan ' ; 

I 

Pasa l lS 
(1) Dewan Pengawas berasal dari unsur pejabat pemerintah daerah. , 

profesional dan/atau masyarakat konsumen yang diangkat oIcU i 
Kepala Daerah.- [ 

(2) Datas usia Dewan Pengawas paling tinggi 65 (enam puluh lima) j 
tahun. 

Piisal 19 
(1) Calon anggota Dewan Pengawas mcmcnuhi persyaratan; 

a. menguasai manajemen PDAM; r 
b. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya; 

dan ; 
c. tidak terikat hubungan keluarga dengan Kepala Daerali/Waki) 

Kepala Daerah atau Dewan Pengawas yang lain atau Diiek.si 
sampai derajai ketiga baik menurui garis lurus atau kesampii.g ' 
termasuk menantu dan ipar. ; 

(2) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud \ 
pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah. 

Pasal20 
( I ) Jumlah anggota Dewan Pengawas ditetapkan berdasarkan jumlah ; 

peianggan dengan ketentuan: 
a. paling banyak 3 (tiga) orang untuk jumlah peianggan sampai ; 

dengan 30.000; dan 

b. paling banyak 5 (lima) orang untuk jumlah peianggan di atas j 
30.000. , 

(3) Penentuan jumlah Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ' 
ayat (1) dilakukan berdasarkan asas efisiensi pengawasan dan 
efektivitas pengambilan keputusan. 

(4) Anggota Dewan Pengawas scbagaimana dimaksud pada ayat (1) 
diangkat seorang sebagai Ketua merangkap anggota dan seorang 
sebagai Sekretaris merangkap anggota dengan Keputusan Kepala 
Daerah. 



(!) Masa jabatan anggota Dewan Pengawas paling lama 3 (tiga) tahin; 
clan dapat diangkat kembali untuk I (satu) kali masa jabatan. 

(2) Pengangkatan kembali anggota Dewan Pengawas sebagaimana • 
dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan kinerja dalam melakv.kan 
pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan Direksi dan kemampua! •. 
PDAM dalam meningkatkan kinerja pelayanan air minum kepndu j 
masyarakat. . ; 

Piirugraf 2 
Tugas dan Wewenang 

Pasal 22 
Dewan Pengawas mempunyai tugas; 
a. melaksanakan pengawasan, pengendalian dan pembinaan terhadap _ 

pengurusan dan pengelolaan PDAM; 
b. meinberikan pertimbangan dan saran kepada Kepala Daerah diminia ' 

• atau tidak diniinia guiia pcrbaikan dan pengembangan PDAM aniata ' 
lain pengangkatan Direksi, program kerja yang diajukan oleh Direk.si. 
reneana perubahan status kekayaan PDAM, reneana pinjaman dan ; 
ikatan hukum dengan pihak Iain, serta menerima, merneriksa dan ; 
atau menandatangani Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan; dan ; 

c. merneriksa dan meityampaikan Reneana Strategis Disnis (husiiicw l 
• plan/corporciie plan), dan Reneana Bisnis dan Anggaran Tahunan 

PDAM yang dibual Dircksi kepada Kepala Daerah umuk 
mendapalkan pengesahan. . -

Pasal 23 

Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 22. mempunyai wewenang: 
a. menilai kinerja Direksi dalam mengelola PDAM; 
b. menilai Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan yang disampaikan 

Direksi untuk mendapat pengesahan Kepala Daerah; 
c. meminta keterangan Direksi mengenai pengelolaan dan 

pengembangan PDAM; dan 
d. mengusulkan pengangkatan. pemberhentian sementara. rchabilita.si 

dan pemberhentian Direksi kepada Kepala Daerah. 

Pasal 24 
(1) Untuk membantu keiancaran tugas Dewan Pengawas dapat dibentuk 

Sekretariat Dewan Pengawas dengan Keputusan Ketua Dewan 
Pengawas. 

(2) Sekretariat Dewan Pengawas scbagaimana dimaksud ada ayat (1) 
beranggotakan paling banyak 3 (tiga) orang dan dibebankan pada 
Anggaran PDAM. 

(3) Pembentukan Sekretariat Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud 
pada ayal (1) dan ayal (2) iiiemperhatikan efisiensi pembiayaan 
PDAM. 



Piirugraf 3 
Penghasilan dan Jasa Pengabdian 

Pasal 25 
Dewan Pengawas diberikan penghasilan berupa uangjasa. 

Pasal 26 
(1) Ketua Dewan Pengawas merangkap anggota menerima uang jasa 

paling banyak 45% (empat puluh lima per seratus) dari gaji Direktur 
Utama. 

(2) Sekretaris Dewan Pengawas merangkap anggota menerima uangjasa 
paling banyak 40% (empat puluh per seratus) dari gaji Direktur 
Utama. 

(3) Setiap anggota Dewan Pengawas menerima uangjasa paling banyak 
35% (tiga puluh lima per seratus) dari gaji Direktur Utama. 

Pasal 27 
Dalam hal PDAM memperoleh keunlungan, Dewan Penjgawas 
memperoleh bagian dari jasa produksi secara proporsional dciigun 
berpedoman pada ketentuan Pasiil 26. 

Pasal 28 

Besamya uang jasa dan bagian dari" bagian dari jasa produksi 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dan Pasal 27 ditetapkan oleh 
Kepala Daerah dengan mempcrliatikan kemampuan PDAM. 

Pasal 29 
(1) Dewan Pengawas mendapat uangjasa pengabdian yang besare\a 

ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan memperhatlkan kemarrpuan 
• PDAM. 

(2) Dewan Pengawas yang diberhentikan. dengan hormat sebelum nu.sa 
jabatannya berakhir, mendapat uang jasa pengabdian dengan syami 
telah menjalankan tugasnya palingsedikit l(satu) tahun. 

(3) Besarnya uangjasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayal (i .i 
dan ayat (2) didasaikan atas perhitungan lamanya benugas dihiig' 
masa jabatan dikalikan uangjasa bulan icrakhir. 

Paragraf4 
Pemberhentian 

Pasal 30 
(1) Anggota Dewan Pengawii-s berheiiti karena:. 

a. masajabatannya berakhir; dan 
b. meninggal dunia. 

(2) Anggota Dewan Pengawas diberhentikan karena: 
a. permintaan sendiri; 
b. reorganisasi; 

c. kedudukan sebagai pejabat daerah telah berakhir; 
d. mencapai batas usia 65 {cnam puluh lima) tahun; 
e. tidak dapat melaksanakan tugas: 



f. melakukan tindakan yang inemgikan PDAM: dan 
g. melakukan tindakan atau bersikap yang bencniangan dengan 

kepentingan Daerah atau Negara; 
(3) Pemberhentian anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Daerah. 

Pasal 31 . 
(1) Anggota Dewan Pengawas yang melakukan perbuatan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf f dan huruf g dibei'hentikan 
sementara oleli Kepala Daerah. 

(2) Pemberhentian sementara scbagaimana dimaksud pada ayat (1) 
ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah. 

Pasal 32 
(1) Paling lambat I (satu) bulan sejak pemberhentian sementara. Kepala 

Daerah melaksanakan rapai yang dihadiri oleh anggoia Dew.m 
Pengawas untuk menetapkan yang bersangkutan diberhentikan aum 
direhabilitasi. 

(2) Apabila dalam waktu I (satu) bulan Kepala Daerah belum melakukan 
rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemberhentian sementaia 
batal demi hukum. 

(3) Apabila dalam persidangan sebagaimana dimaksud pada ayal ( I ) 
anggota Dewan Pengawas tidak hadir tanpa alasan yang sah, yang 
bersangkutan dianggap menerima hasil rapat. 

(4) Apabila perbuatan yang dilakukan oieh anggota Dewan Pciigi-was 
merupakan lindak pidana yang telah memperoleh kekuatan hukem 
telap. yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat. 

BAB I I I 

P E G A W A I 

Bagian Kvsatu Pengangkatan 

' Pasal 33 
(1) Pengangkatan pegawai PDAM hams memenuhi persyaratan: 

a. Warga Negara Republik Indonesia; 
b. berkelakuan baik dan belum pcrnah dihukiim; 

c. mempunyai pendidikan, kecakapan dan keahlian yang 
diperlukan; 

d. dinyatakan sehat oleh rumah sakii umum yang ditunjuk oleh 
Direksi; 

e. usia paling tinggi 35 (tiga puluh lima) lahun; dan 
f. lulus seleksi. 

(2) Pengangkatan pegawai dilakukan setelah melalui masa percoluM!. 
paling singkal 3 (tiga) bulan dan paling lama 6 (enam) bulan dengan 
ketentuan memenuhi daftar penilaian kerja setiap unsur paling sedikit 
bemilal baik. 

(3) Selama masa percobaan sebagaimana dlmasud pada ayat (2) 
dilakukan penilaian meliputi; 
a. loyaliias; 

. b. kecakapan; i . 



c. kesehalan; 
d. kerjasama; 
e. kerajinan: 
f. prestasi kerja; dan 
g. kejujuran. • 

(4) Apabila pada akiiir masa percobaan calon pegawai tidak memeniilii 
persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3). djpai 
diberhentikan tanpa mendapat uang pesangon. . 

I'iisiiI34 
(1) Direksi dapat mengangkal tenaga honorer atau tenaga kontnik dengan 

pemberian honorarium yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan 
Direksi yang berpedoman pada Upah Minimum Provinsi oluu Upuh 
Minimum Kabupaten/Kota. , 

(2) Tenaga honorer atau tenaga kontrak sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) tidak diperboiehkan menduduki jabatan. 

Pasal 35 

(1) Batas usia pensiun pegawai PDAM 56 (lima puluh enam) tahun. 
(2) Pegawai yang memasukl masa pensiun dapat diberikan kenaikaii 

pangkat pengabdian setingkal lebih tinggi dari pangkatnya dengan 
ketentuan paling sedikit telah 2 (dua) tahun datam pangkat terakhir. 

Bagian Kedua 
Penghasilan dan Cuti 

Pasat36 
(1) Pegawai PDAM berhak atas gaji. lunjangan dan penghasilan lainnya 

yang sah sesuai dengan pangkat, jenis pekerjaan dan tanggung 
jawabnya. 

(2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada.ayat (1) meliputi: ' 
a. lunjangan pangan; 
b. tunjangan ke.sehatan; dan 
c. tunjangan lainnya. 

(3) Tunjangan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 
diberikan kepada pegawai beserta keluarganya yang menjadi 
tanggungan. 

(4) Tunjangan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi 
pengobatan dan/atau perawatan di rumah sakit. klinik dan Iain-Iain 
yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Direksi. 

(5) Pemberian hak scbagaimana dimaksud pada ayat (1) disesiiaikan 
dengan kemampuan PRAM. 

Pasal 37 
(1) Penyusunan skala gaji pegawai PDAM dapat mengacu pada prinsip-

prinsip skala gaji Pegawai Ncgeri Sipil yang disesiiaikan dengan 
kebutuhaii dan kemampuan PDAM. 

(2) Ketentuan gaji pegawai PDAM sebagaimana dimaksud pada ayat (i l 
diretapkan dengan Keputusan Direksi. 



(1) Pegawai yang beristri/bersuami diberikan lunjangan istri/siiami 
paling tinggi 10% (sepuluh per seratus) dari gaji pokok. , 

(2) Pegawai yang mempunyai anak berumur kurang dari 21 (dua pulu'i 
satu) tahun. belum mempunyai penghasilan sendiri dan belum aniu 
tidak menikah diberikan tunjangan anak .sebesar'5°/o (lima per 
:u:ratu3) diifi gaji pukuk untuk setiap anak, 

(3) Tunjangan anak sebagaimana dimaksud pada a> at (2) tlapai 
diperpanjang sampai mmir 25 (dua puluh lima) tahun, dalam.lial auuk 
masih bersekolah/kullah yang dibuktikan dengan sural keterangan 
dari sekolah'perguruan tinggi. 

(4) Tunjangan anak sebagaimana dimak.'̂ ud pada ayat (2) diberikan 
paling banyak iiniuk 2 (dua) orang anak. 

Pasal 39 
(1) Pegawai berhak atas jaminan hari tua yang dananya dihimpun dari 

usaha PDAM atau luran pegawai PDAM yang ditetapkan dengan 
Keputusan Direksi. 

(2) Besarnya tunjangan jaminan hari tua sebagaimana dimaksud pada 
ayal (1) didasaikan atas perhitungan gaji. 

Pasal40 

Dalam hal P D A M memperoleh keunlungan, pegawai P D A M diberikan 
bagian dari jasa produksi sesuai dengan kemampuan keuangan P D A M . 

Pasal41 
(1) Pegawai yang ineniliiki nilai rata-rata baik dalam DaOar PeniUiiiiii 

Keija Pegawai diberikan kenaikan gaji berkala. 

(2) Apabila yang bersangkuian belum memenuhi persyaratan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kenaikan gaji berkala ditunda 
paling lama 2 (dua) tahun. 

Pasal 42 
(1) Pegawai memperoleh hak euli meliputi; 

a. cuti tahunan; 
b. cuti besar; 
c. cuti sakit; ,; 

d. cuti karena alasan panting atau cull untuk menunaikan jbadah 
haji; 

e. cut! nikah; 

f. cull bersalin; dan . . ' ' • ' 

g. cuti di luar tanggungan PDAM. 
(2) Pegawai yang menjalankan cut! sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) lelap diberikan penghasilan penuh. kecuali cuti di luar 
tanggungan P D A M . 

(3) Pelaksanaan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat ( I ) , diatur 
lebih lanjut oleh Kepala Daerah dengan berpedoman pada 
peraturan perundang-undangan. 



Bagian Ketiga • ' 
Pengliargsian dan Panda Jasa 

L 

Pasal 43 • 
(1) Direksi mcmberikan penghargaan kepada pegawai yang mempunyai f 

masa kerja secara terus mencrus selama 10'tahun, 20 tahun dan 30 [ 
tahun yang besamya disesiiaikan dengan kemampuan PDAM. 

(2) Direksi mcmberikan tanda jasa kepada pegawai yang Iclah ! 
menunjukkaii prestasi luar biasa dalam pengembangan PDAM. • 

(3) Pemberian penghargaan dan landa jasa kepada pegawai sebagaimana \ 
dimaksud pada ayat ( I ) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputu.-̂ an ' 
Direksi. 

Bagian Keempat 
Kewiijiban dan I.arangan 

Pasal 44 
Seiiap pegawai wajib: ; ^ 

a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila dan melaksanaknn ; 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tabun 1945; ; 

b. mendahulukan kepentingan PDAM di atas kepentingan lainnya; 
c. mematubl dan mentaati segala kewajiban dan Larangan; dark | 
d. memegang icgiih rahasia PDAM dan rahasia jabaian. , 

Pasal 45 ' 
Pegawai dilarang: 

a. melakukan kegiatan yang merugikan PDAM, Daerah daiv'ataii 
Negara; • ' 

b. menggunakan kedudukannya iiniuk meinberikan keuntungan bagi 
diri sendiri dan/atau orang lain yang mcrugikan PDAM; dan, 

c. mencemarkan nama baik PDAM, Daerah dan/alau Negara. 

Bagian Kelima 
Pelanggaran dan Pcnibcrhentian 

Pasal 46 

(1) Pegawai PDAM dapat dikenakanhukunian. 
(2) Jenis hukuman sebagaimana dimaksud.pada ayat (1) meliputi: 

a. leguran lisan; 
b. leguran tertulis; 

c. penundaan kenaikan gaji berkala; 

d. penundaan kenaikan pangkat; 
e. penuninan pangkat; 
f. pern be basan jabatan; 
g. pemberhentian sementara; 
h. pemberhentian dengan hormat; dan 

i. pemberhentian dengan tidak hormat. 
(3) Pelaksanaan penjaiuhan hukuman sebagaimana dimaksud pada ayat 

(2) ditetapkan dengan Keputusan Dimksi. 



Pasal 47 
(1) Pegawai PDAM diberhentikan sementara apabila diduga telah; 

melakukan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 dan/atau f 
tindak pidana. i 

(2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ; 
paling lama 6 (enam) bulan atau adanya putusan pengadilan yang | 
berkekuatan hukum tetap atas dugaan lindak pidana yang dilakukan. ] 

PiLsaUS 
(1) Pegawai PDAM yang diberhentikan sementara sebagaimana ; 

dimaksud dalam Pasal 47. mulai bulan berikutnya diberikan SQ"'a . 
(lima puluh per seratus) dari gaji. 

(2) Dalam hal pegawai yang diberhentikan sementara sebagaimana 
dimaksud pada ayat ( I ) tidak lerbuktl bersalah, pegawai jang 
bersangkutan harus dipekerjakan kembali dalam jabatan yang sama 
dan berhak menerima sisa penghasilan yang belum diterima. 

(3) Dalam hal pegawai yang diberhentikan sementara sebagair.iana 
dimaksud pada ayat (1) lerbukti bersalali.. Direksi mcmberhenii.Ui!i 
dengan tidak hormat. 

Pasal49 
(1) Pegawai diberhentikan dengan hormat, karena; 

a. meninggal dunia; 
b. permintaan sendiri; 

c. tidak dapat melaksanakan tugas; 
d. tidak sehat yang dibuktikan dengan sural keterangan dokter; 

e. telah mencapai usia pensiun; dan/alau 
f. reorganisasi. 

(2) Pegawai yang diberhentikan dengan hormat diberikan pesangon yang 
besarnya ditetapkan dengan Keputusan Direksi. 

(3) Pegawai yang diberhentikan scbagaimana dimaksud pada ayat (I) 
huruf b pelaksanaannya berlaku pada akhir bulan berikutnya. 

Pasal 50 
Pegawai diberhentikan dengan tidak hormat, karena: 
a. melanggar sumpah pegawai daa'atau sumpah Jabatan; 
b. dlhukum berdasarkan putusan pengadilan dalam perkara pidana yang 

telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan/alau 
c. merugikan keuangan PDAM. , 

B A B V I I 
DANA P E N S I U N 

PiisalSI 
(1) Direksi dan Pegawai PDAM wajib diikutscrtakan pada program 

pensiun yang diselenggarakan oleh Dana Pensiun Pembei i Kerja atau 
Dana Pensiun L.cmbaga Kciiang.an. 

(2) Penyelenggara program pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
didasarkan atas pertimbangan oplimalisasi dan kepastian manfaai 
bagi Direksi dan pegawai PDAM sesuai dengan peraturan 



perundang-undangan. 1 

(3J Alas penimbangan efeklifiias dan efisiensi penyelenggara program 
pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan dana 
pensiun peniberi kerja yang diselenggarakan oleh gabungan PDAM, \ 

i 

r 

B A B V I I I 

A S O S I A S I : 
i 

Pasal 52 

(1) Seiiap PDAM wajib menjadi anggota Persatuan Perusahaan Air I 
Minum Seluruh Indonesia (PERPAMSl) . • 

(2) PDAM dapat memanfaatkan PERPAMSl sebagai asosiasi yang | 
mcnjembatani kegiatan kerjasama antar PDAM dalain dan luar iiegcn 
dan berkoordina.si dengan inslansi icrkait di pusat dan daerah. 

B A B I X 

K E T E N T U A N P E R A E I I I A N 

Pasal 53 

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku. Direksi dan Dewan Pengawas 
PDAM tetap melaksanakan tugas sampai berakhir masajabatannya. 

Pasal 54 
1 

Direksi,' Dewan Pengawas, dan Kepegawaian PDAM meiiyesuaikan 
dengan Peraturan Daerah Ini paling lambat 6 (enam) bulan sejak 
ditetapkan. 

B A B X I 
P E M B I N A A N 

P.isal 55 

(1) Menteri Dalain Negeii melakukan pembinaan dan fasililasi terhadap 
PDAM dalam rangka meningkatkan dayaguna dan hasil guna 
PDAM. 

(2) Pembinaan umum dan pengawasan dilakukan oleh Bupati 

B A B X I I 
K E T E N T U A N P E N U T U P 

Pasiil 56 

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, Peraturan Daerah Kabupai-.-ii 
Daerah Tingkat II Pacitan nomor 2 tahun 1992 tentang Pembentukan 
PDAM Kabupaten Daerah Tingkat U Pacitan (Lembaran Dacraf 
Kabupaten Pacitan tahun 1992 nomor 2 seri D) tetap berlaku sepanjn, g 
tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini 



Pasal 57 f 
t 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. ' \ 

. ^ • • 
Agar setiap orang dapat mengelahuinya. memerintahkan pengundangan' 
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah 
Kabupaten Pacitan. ; 

Ditetapkan di Pacitan 
Pada tanggal 12 - U -2007 



Pasal 57 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. 

Agar setiap orang dapat mengelahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah 
Kabupaten Pacitan. 

Ditetapkan di Pacitan 

Pada tanggal 12 - I I -2007 

B U P A T I P A C I T A N 

Cap.ttd 

I I . S U J O N O 

Diundangkan dl Pacitan 

Pada Tanggal 10 - 12 -2007 

S E K R E T A R I S D A E R A H 

K A B U P A T E N P A C I T A N 

Ir . M U L Y O N O . M M . 

Pembina Utama Muda 

NIP. 080 062 150 

L E M B A R A N D A E R A H K A B U P A T E N P A C I T A N T A H U N 2007 N O M O R 32 



I ' E N J E L A S A N 

/VTAS 

P E R A T U R A N D A E R A H K A B U P A T E N P A C I T A N . 
N O M O R T A H U N 2007 

T E N T A N G 

O R G A N DAN K E P E G A W A I A N P E R U S A H A A N D A E R A H A I R MINUM 

K A B U P A T E N P A C l I AN 

I . U M U M 
Bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkai 

II Pacitan nomor 2 tahun 1992 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minani 
Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan {Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan rahuu 
1992 nomor 2 seri D) sudah lidak sesuai lag! dengan Peraturan Menteri Dalam Negvri 
nomor 2 tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Preusan Daerah Air Minum, 
maka guna meningkatkan kincrjanya perlu adanya landasan hukum yang mengaU'r 
kembali organ dan Kepegawaian PDAM Kabupaten Pacitan. 

Dalam materi muatan Peraturan Daerah ini tidak mencabut Peraturan Daerai' 
Kabupalcn Daerah Tingkal 11 Pacitan nomor 2 lahun 1992 tentang Pembentukan 
Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan (Lembaran 
Daerah Kabupaten Pacitan tahun 1992 nomor 2 seri D) melainkan mengatur kembali 
beberapa ketentuan yang sudah tidak sesuai lag! dengan keadaan Semarang. Selain im 
dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkal II Pacitan nomor 2 tahun 1992 
tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkal II 
Pacitan (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan lahun 1992 nomor 2 scri D) tidak hanya 
mengatur tentang organ dan kepegawaian. tetapi juga menetapkan pembentukan 
PDAM Kabupaten Pacitan yang lidak dirubah dengan Peraturan Daerah ini. 

I I . P A S A L D E M I P A S A L 

Pasul 1 : Cukup Jelas 

Pasal 2 ; Cukup Jclas 

Pasal 3 : Cukup Jclas 

Pasal 4 : Cukup Jclas 

Pasal 5 : Cukup Jelas 

Pasal 6 : Cukup Jclas 

Pasal? : Cukup Jclas 

Pasal 8 : Cukup Jclas 

Pasal 9 : Cukup Jelas 



Pasal 10 : CuUup Jclas 

Pasal11 
A y a l ( ] ) : Cukup Jclas 
Ayat (2) : Cukup Jclas 
Ayat (3) : Cukup Jelas 
Ayat (-1) : Cukup Jclas 
Ayat (5) : Yang dimaksud dengan kcbijakan yang bcrsifal stratvgis 

adalab: 

• Pengangkatan dan pemberhentian pegawai; 

• Melakukan kerjasama; 

• Mcnerbitkan keputusan '.yang dapat merugikan 
perusahaan. 

Pasal 12 : Cukup Jelas 

Pasal 13 : Cukup Jelas 

Pasan4 : Cukup Jclas ^ 

Pasa l lS : Cukup Jclas 

Pasal 16 : Cukup Jclas 

Pasal 17 : Cukup Jclas 

Pasal 18 : Cukup Jelas 

Pasal 19 : Cukup Jelas 

Pasal 20 : Cukup Jelas 

Pasal 21 : Cukup Jelas 

Pasal 22 .: Cukup Jclas 

Pasal 23 : Cukup Jclas 

Pasal 24 : Cukup Jclas 

Pasal 25 : Cukup Jelas 

Pasal 26 : Cukup Jelas 

Pasal 27 : Cukup Jelas 

Pasal 28 : Cukup Jelas 



Pasal 29 : Cukup Jelas' 

Pasal 30 : Cukup Jelas 

Pasal 31 : Cukup Jclas 

Pasal 32 : Cukup Jelas 

Pasal33 : Cukup Jclas 

Pasal 34 : Cukup Jelas 

Pasal 35 : Cukup Jelas 

Pasal 36 : Cukup Jelas 

Pasal 37 : Cukup Jelas 

Pasal 38 '. Cukup Jelas 

Pasal 39 ; Cukup Jclas 

Pasal 40 : Cukup Jelas 

Pasal 41 : Cukup Jelas 

Pasal 42 : Cukup Jclas 

Pasal 43 : Cukup Jclas 

Pasal 44 : Cukup Jclas 

Pasal 45 : Cukup Jclas 

Pasal 46 ; Cukup Jelas 

Pasal 47 : Cukup Jelas 

Pasal 48 : Cukup Jelas 

Pasal 49 : Cukup Jclas 

Pasal SO : Cukup Jclas 

Pasal 51 : Cukup Jelas 

Pasal 52 ; Cukup Jelas 


